BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor : 84/Pid.B/2022/PN

Plj bahwa hakim mempertimbangkan:

a. Pertimbangan yuridis

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis dalam perkara

nomor 84/Pid.B/2022/PN PIj berdasarkan fakta-fakta di persidangan
dengan memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti berupa
keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa
serta barang bukti.

b. Pertimbangan non yuridis

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
terdakwa:
Keadaan yang memberatkan :
1) Perbuatan terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan
kepatutan yang hidup di masyarakat;

2) Perbuatan terdakwa merugikan saksi G;

Keadaan yang meringankan :
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1) Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui
kesalahannya;

2) Terdakwa menyesali perbuatannya;

3) Terdakwa masih berusia muda;

4) Saksi G memaafkan perbuatan terdakwa;

2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga
yang berakibatkan kerugian terhadap saksi G dalam perkara Nomor
84/Pid.B/2022/PN.PIj perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 363 Ayat (1)
ke-3 jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP dengan kasus pencurian dalam keluarga
dengan tuntutan Penuntut Umum vyaitu 8 (delapan) bulan penjara dikurangi
masa penahanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan
memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP. Majelis
Hakim menjatuhkan putusan berupa: menyatakan terdakwa terbukti secara sah
melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keluarga. Majelis hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alas an pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus

mempertanggung jawabkan perbuatannya.

B. Saran
Melalui skripsi ini penulis menyaampaikan beberapa saran yang terkait
dengan penelitian antara lain :
1. Majelis Hakim seharusnya bisa mendamaikan perkara tersebut dengan cara

keluargaan karena ini hanya masalah kekeluargaan.
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2. Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara baik dalam perkara ini
karena korban juga sudah memaafkan perbuataan terdakwa dan terdakwa juga
merupakan tulang punggung keluarga.

3. Majelis Hakim seharusnya melakukan kurungan percobaan karena terdakwa
melakukan Tindak Pidana pencurian biasa dan barang yang terdakwa curi
adalah barang yang semakin lama semkin turun harga jualnya

4. Majelis Hakim juga bisa menyelesaikan perkara ini dengan cara restorative

justice
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